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KEPUTUSAN BERSAMA 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
DAN 

BUPATI PURWAKARTA 
 
 

     NOMOR  : 188.342/06-Kep/DPRD/2010 
             : 188.342/06/Huk/2010 

 
   LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS 

 

 
TENTANG 

 
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010   
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
DAN 

BUPATI PURWAKARTA, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004, pada tanggal 3 September 2010 telah dilaksanakan 

rapat paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 

Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010;  

 

b. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah dalam 
rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 

untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam 
bentuk Keputusan Bersama  antara DPRD Kabupaten Purwakarta dan 

Bupati Purwakarta; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang  Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 
 



 

 2 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor.53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor.4389); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 
 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548);  

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043); 

 
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, 

tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3); 

  
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009, 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun Anggaran 2010.  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
 

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010. 

 

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada diktum PERTAMA di atas 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 
 
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

   
 

       Ditetapkan di  Purwakarta 
       pada tanggal  3 September 2010 

 
 

BUPATI PURWAKARTA, 

 
 

 
 

 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 
KETUA, 

 
 

 
 

UCOK UJANG WARDI 

 
           

TEMBUSAN :  

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung; 

2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah  di Purwakarta. 

ttd 
ttd 
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN 

BUPATI PURWAKARTA  
   NOMOR  : 188.342/06-Kep/DPRD/2010 
  : 188.342/06/Huk./2010 

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
NOMOR 25 TAHUN 2009, TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 

2010.   
 

 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PURWAKARTA 

 
NOMOR :       TAHUN  2010 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA 
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2010 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mengingat 

 
 

 
 

 
 

: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

: 

 
 

 
 

 
 

a. 
 

 
 
 

 
 

 
 

b. 

 
 

 
 
1. 

 
 

 
 

 
 

bahwa untuk menyelaraskan perkembangan dan atau 
perubahan keadaan yang terjadi pada tahun 2010 dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan 
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan 
antar jenis belanja serta dengan keadaan yang menyebabkan 

sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD 

Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010 ;    
 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 183 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah; 
 
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1968  tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta  dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
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2. 
 

 
 
 

 
 

 
 

3. 
 
 

 
 

 
 

 
 
4. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
6. 

 
 
 

 
7. 

 
 
 

 
8. 

 
 

 
 
9. 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3569); 
 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ; 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890);   
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3688);  

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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10. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
11. 
 

 
 

 
12. 

 
 
 

 
 

13. 
 
 

 
 

14. 
 

 
 
 

15. 
 

 
 

 
16. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
17. 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 
 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesai 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4138); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4139); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
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18. 
 

 
 
 

19. 
 

 
 

 
20. 
 

 
 

 
21. 

 
 
 

 
22. 

 
 
 

 
23. 

 
 

 
 
24. 

 
 

 
 

 
25. 
 

 
 

 
26. 
 

 
 

 
 

 
27. 
 

 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang 
PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4574); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 
Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah 

kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4593); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4737); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4738); 
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28. 
 

 
 
29. 

 
 

 
 

30. 
 
 

 
 

 
 

31. 
 
 

 
 

 
32. 
 

 
 

 
33. 

 
 
 

34. 
 

 
35. 

 
 
 

36. 
 

 
37. 
 

 
 

38. 
 

 
 
 

39. 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 4750); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972); 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggangjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; 

 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran  2010; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten 
Purwakarta; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Investasi Daerah; 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta 

pada Bank Jabar Purwakarta; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Purwakarta Nomor I Tahun 2009; 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  

Purwakarta Tahun Anggaran 2010; 
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40.            Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor  1  Tahun  
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Purwakarta Tahun  2008 – 2013; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA 

dan 

BUPATI PURWAKARTA 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  PERATURAN    DAERAH      TENTANG   PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH  KABUPATEN  PURWAKARTA NOMOR 25  
TAHUN 2009 TENTANG    ANGGARAN    PENDAPATAN   DAN        
BELANJA      DAERAH      KABUPATEN      PURWAKARTA     TAHUN             

ANGGARAN  2010 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 
2010(Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal  1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang semula berjumlah                  
Rp. 979.822.813.256,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 1.893.921.819,- sehingga 

menjadi Rp.981.716.735.075,- dengan rincian sebagai berikut : 
 

1.               Pendapatan Daerah 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 
 

  
Rp.926.967.776.703,- 
Rp   (8.372.897.493),- 

 

 
 
 

Rp.918.594.879.210,- 

2. Belanja Daerah 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

       Jumlah Belanja setelah perubahan 

  
Rp.979.822.813.256,- 
Rp   (2.442.589.320),- 

 

  
 
 

Rp.977.380.223.936,- 
 

  Surplus/(Defisit) setelah perubahan  Rp.(58.785.344.726),- 
     

3. Pembiayaan Daerah :    
 a.  Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 
 Jumlah Penerimaan  setelah perubahan 

 
 

 

  
Rp.  68.378.218.898,- 

Rp.    4.609.845.212,- 
 

 
 

 
Rp. 72.988.064.110,- 
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 b. Pengeluaran 
1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 
Jumlah Pengeluaran  setelah perubahan 
 

  
Rp.15.523.182.345 ,- 

Rp.(1.320.462.961),- 
 

 
 

 
Rp. 14.202.719.384,- 

  Pembiayaan netto setelah Perubahan 
 

 Rp. 58.785.344.726,- 

       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan  Rp.                     0,-                 
 

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 2 
 

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Semula Rp.67.627.712.671,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp   2.467.770.067,-  
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah 

Perubahan  

 Rp.70.095.482.738,- 

 

b. Dana perimbangan 
1) Semula Rp.723.675.764.032,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(54.416.193.600,-)  

 Jumlah dana perimbangan  setelah Perubahan   Rp.669.259.570.432,- 
 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
1) Semula              Rp.135.664.300.000,-  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 43.575.526.040,-  
 Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan  Rp.179.239.826.040,- 

 

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pendapatan : 

a. Pajak daerah  
1) Semula Rp.21.376.132.600,-  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,-  
 Jumlah Pajak daerah  setelah Perubahan  Rp. 23.376.132.600,- 

 
b. Retribusi daerah  

1) Semula Rp.27.486.640.138,-  

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.200.000.000,-  
 Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan  Rp. 29.686.640.138,- 

 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

1) Semula Rp.4.376.260.000,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(626.260.000,-)  
 Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah Perubahan  

Rp.  3.750.000.000,- 

 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  
1) Semula Rp.14.388.679.933,-  
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(1.105.969.933,-)  

 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah 
Perubahan  

Rp.13.282.710.000,- 
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3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan: 

a. Dana bagi hasil  
1) Semula Rp.93.603.297.032,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.31.000.000.000,-   

 Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan   Rp.124.603.297.032,- 
 

b. Dana alokasi umum  
1) Semula Rp.457.287.567.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                      0,-   
 Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan   Rp.457.287.567.000,- 
    

c. Dana alokasi khusus  
1) Semula Rp.50.558.600.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                    0,-   
 Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan   Rp. 50.558.600.000,- 

 
     d.    Tambahan Dana Alokasi Umum                             
               1)   Semula                                          Rp.  122.226.300.00,- 

               2)    Bertambah/(berkurang)        Rp.(85.416.193.600),-                                      
              Jumlah Tambahan DAU setelah Perubahan                         Rp. 36.810.106.400,-   

  

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil Pajak  

1) Semula Rp.38.564.300.000,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.583.989.000,-   
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan   Rp. 43.148.289.000,- 

 
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

1) Semula Rp.44.600.000.000,-                          
2) Bertambah/(berkurang) Rp.16.150.850.000,-   
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

setelah Perubahan  

 Rp. 60.750.850.000,- 

 

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya  
1) Semula Rp.52.500.000.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.22.840.687.040,-   
 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau    

dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan  
 Rp. 75.340.687.040,- 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

 
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung  
1) Semula Rp.646.966.927.602,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.(10.205.653.741),-   

 Jumlah Belanja Tidak Langsung   setelah Perubahan   Rp.636.761.273.861,- 
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b. Belanja Langsung  
1) Semula Rp.332.855.885.654,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.763.064.421,-   
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan   Rp.340.618.950.075,- 

 

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis  
belanja : 

a. Belanja pegawai  
1) Semula Rp.594.984.112.502,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(62.500.000.002,)   
 Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan   Rp.532.484.112.500,- 

 
b. Belanja hibah  

1) Semula Rp.7.501.500.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.35.981.357.400,-   
 Jumlah Hibah setelah Perubahan   Rp.43.482.857.400,- 

  
c. Belanja bantuan sosial  

1) Semula Rp.20.981.315.100 ,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.15.969.988.861,-   
 Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan   Rp. 36.951.303.961,- 

 
d. Belanja bagi hasil  

1) Semula Rp.23.000.000.000,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.    273.000.000,-   

 Jumlah Belanja bagi hasil  setelah Perubahan   Rp. 23.273.000.000,- 
 

e. Belanja bantuan keuangan  

1) Semula Rp.                  0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.   70.000.000,-   

 Jumlah Belanja bantuan keuangan  setelah Perubahan   Rp. 70.000.000,- 
 
f. Belanja tidak terduga  

1) Semula Rp.  500.000.000,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-                         

 Jumlah Belanja tidak terduga  setelah Perubahan   Rp.  500.000.000,- 

 

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
belanja : 

 

a. Belanja pegawai  
1) Semula Rp.34.084.285.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.349.293.125,-   
 Jumlah  Belanja pegawai setelah Perubahan   Rp. 36.433.578.125,- 

 
b. Belanja barang dan jasa  

1) Semula Rp.118.116.943.030,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 18.815.134.601,-   
 Jumlah Belanja barang dan jasa  setelah Perubahan   Rp.136.932.077.631,- 

 
c. Belanja modal  

1) Semula Rp.180.654.657.624,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(13.401.363.305),-   
 Jumlah Belanja modal  setelah Perubahan   Rp.167.253.294.319,- 
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4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 4 
 

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan  
1) Semula Rp.68.378.218.898,-  

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  4.609.845.212,-  
 Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp.  72.988.064.110,- 
   

b. Pengeluaran  
1) Semula Rp.15.523.182.345,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(1.320.462.961),-   
 Jumlah  Pengeluaran setelah Perubahan   Rp.14.202.719.384,- 

 

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa   Lebih   Perhitungan   Anggaran  Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)  
1) Semula Rp.68.378.218.898,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.609.845.212,-   

 Jumlah Sisa   Lebih   Perhitungan   Anggaran  Tahun 
Anggaran sebelumnya (SiLPA)  setelah Perubahan  

 Rp. 72.988.064.110,- 

 
b. Pencairan dana cadangan  

1) Semula Rp                   0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   
 Jumlah  Pencairan dana cadangan setelah Perubahan   Rp.                     0,- 

 
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

1) Semula Rp.                 0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   
 Jumlah  Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan  

setelah Perubahan  
 

 Rp.                     0,- 

d. Penerimaan pinjaman daerah  
1) Semula Rp.                  0,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   
 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah  setelah Perubahan   Rp.                     0,- 

 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman  
1) Semula Rp.                 0,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                 0-,   
 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah 

Perubahan  

 Rp.                    0,- 

 
f. Penerimaan piutang daerah  

1) Semula Rp.                 0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                 0,-   

 Jumlah Penerimaan piutang daerah  setelah Perubahan   Rp.                     0,- 
 
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. Pembentukan dana cadangan  
1) Semula Rp.                  0,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   
 Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan   Rp.                     0,- 
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b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  
1) Semula Rp.10.500.000.000,-   

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(5.500.000.000),-   
 Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  

setelah Perubahan  
 Rp.  5.500.000.000,- 

 
c. Pembayaran pokok utang  

1) Semula Rp.5.023.182.345,-                          
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   

 Jumlah Pembayaran pokok utang  setelah Perubahan   Rp.   5.023.182.345,-                                                 
 

d. Pemberian pinjaman daerah  

1) Semula Rp.                  0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.                  0,-   

 Jumlah Pemberian pinjaman daerah  setelah Perubahan   Rp.                     0,- 
 

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 
1) Semula Rp.                  0,-   
2) Bertambah/(berkurang) Rp.3.679.537.039,-   

 Jumlah Pemberian pinjaman daerah  setelah Perubahan   Rp.   3.679.537.039,- 
    

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal  5 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
1. 

 
2. 
 

 
3. 

 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
 

6. 
 
 

7. 
 

 
8. 
 

 
 

Lampiran I 

 
Lampiran II 
 

 
Lampiran III 

 
 

Lampiran IV 
 
 

Lampiran V 
 

 
 

Lampiran VI 
 
 

Lampiran VII 
 

 
Lampiran VIII 
 

 
 

Ringkasan Perubahan APBD; 

 
Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah 
Daerah dan Organisasi; 

 
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah 
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 
 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 
Jabatan; 
 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 
dengan peraturan daerah; 

 
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran ini; 
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9. 
 

Lampiran IX 

 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai 

landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. 
 
 

Ditetapkan di  Purwakarta 
pada tanggal  3 September 2010 

 

BUPATI  PURWAKARTA, 
 

 
 

 
DEDI MULYADI 

 

BUPATI PURWAKARTA, 
 

 
 
 

 
 

DEDI MULYADI 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN PURWAKARTA 

KETUA, 
 
 

 
 

UCOK UJANG WARDI 
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ttd 


